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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
 

Tindak pidana pemerkosaan adalah yaitu merupakan kejahatan yang cukup 

mendapat perhatian di kalangan masyarakat, dari berita di televisi, di koran maupun 

di media sosial diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Tindak pidana 

pemerkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota yang besar yang relatif lebih maju 

kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi bisa juga terjadi di 

pedesaan yang sangat relatif masih memegang nilai tradisi dan ataupun adat 

istiadat 1 .Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak 

seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk 

melakukan hubungan seksual dalam bentuk hubungan suami istri dengan secara 

paksa atau dengan cara kekerasan. Didalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan 

berasal dari kata perkosaan yaitu yang berarti menggagahi atau melanggar dengan 

kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa 

atau melanggar dengan kekerasan.2 

 

 

 

 

 

 
 

1Narini Hasyim “Darurat Kekerasan Seksual Pada Anak”, diakses dari http:/ 

/rinihasyim.blogspot.com/2013/03/makalah-tentang -daruratkekerasan.html pada tanggal 18 agustus 

2018 pukul 11:40 wib. 
2 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia(t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453. 

 
 

1 



2 
 

 
 
 
 
 

Tindak pidana perkosaan atau verkrachtingoleh pembentuk undang-undang 

telah diatur dalam pasal 285 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa Belanda 

berbunyi sebagai berikut: 

“Hij die door geweld of bedreiging met geweld eene vrouw dwingt met hem buiten 

echt vleeselijke gemeenschap te hebben, wordt, als schulding aan verkrachting, 

gestraft met gevagenisstraf van ten hoogste twaalf jaren".3 

Artinya : 

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan 

memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan 

dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara 

selama-lamanya dua belas tahun”. 

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam pasal 285 KUHP mempunyai 

unsur-unsur objektif, masing-masing : 

1. barang siapa 

 

2. dengan kekerasan 

 

3. dengan ancaman dengan akan memakai kekerasan 

 

4. memaksa 

 

5. seorang wanita 

 

6. mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan 

 

7. dengan dirinya.4 

 
Walaupun didalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan 

keharusan adanya unsur-unsur kesegajaan pada diri pelaku dalam melakukan 

 
3Engelbrecht, hlm. 1343. 
4Lihat KUHP Pasal 285 tentang perkosaan. 
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perbuatan yang dilarang di dalam pasal 285 KUHP, tetapi dengan di cantumkannya 

unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 285 

KUHP, kiranya sudah jelas bahawa tindak pidana perkosaan seperti yang 

dimaksudkan dalam pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja.5 

Sebelum membahas mengenai peranan korban terhadap suatu kejahatan 

terlebih   dahulu   akan   membahas   tentang    hubungan    korban    dengan 

kejahatan. “Pengertian kejahatan yaitu adalah suatu hasil interaksi karena adanya 

interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi”. Yang pada 

umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi 

korban sebagai akibat kejahatan. Pihak tersebut menjadi korban dikarenakan adanya 

pihak lain yang melakukan suatu kejahatan. Hal lain yang disepakati dalam hubungan 

ini yang terpenting pihak korban yaitu pihak yang di rugikan dan pelaku adalah pihak 

yang mengambil untung atau merugikan korban. Namun lain halnya korban yang 

dimaksud adalah yaitu korban yang tidak murni dalam artian korban turut sebagai 

penyebab terjadinya suatu kejahatan tersebut. 

Terdapat beberapa jenis pemerkosaan yang ternyata korban juga bisa 

dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan suatu perbuatan 

pemerkosaan, Pemerkosaan yang terjadi salah satu nya ditimbulkan oleh perilaku dari 

 

 

 

 

5 P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma 

Kepatuan, Sinar Grafika, Bandung,hlm.97. 
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korban itu sendiri didalam terjadinya pemerkosaan sehingga pelaku juga tidak bisa 

dikatakan sepenuhnya salah melainkan korban juga bisa dianggap bersalah. 

Tipologi korban memiliki kemiripan dengan “tipologi korban yang 

diindentifikasikan menurut keadaan dan status korban”, yaitu sebagai berikut : 

1. unrelated victims, maksudnya adalah yaitu korban yang tidak ada hubungannya 

sama sekali dengan pelaku, contohnya pada kasus kecelakaan pesawat, didalam 

kasus ini tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku 

2. provocative victims, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi 

korban, conothnya pada kasus selingkuh, yang dimana korban juga sebagai 

pelaku terjadinya suatu tindak pidana 

3. participating victims, adalah maksudnya disini seseorang yang tidak berbuat akan 

tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban tindak pidana 

4. biologically weak victims, yang artinya mereka yang secara fisik dan mental 

memiliki kelemahan yang menyebabkan dirinya menjadi korban kejahatan 

5. socially weak victims, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang 

lemah yang menyebabkan dirinya menjadi korban kejahatan 

6. self victimizing victim, adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang 

dilakukannya sendiri, misalnya korban narkoba, aborsi, judi dan prostitusi.6 

 
 

6Maya Indah S, Perlindungan Korban Suatu PersepektifViktimologi dan Kriminologi, 

Jakarta,Kencana,Hlm.35 
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Salah satu contoh yang penulis ambil dari tipologi korban diatas terdapat pada 

poin(3) adalah (participating victims), yaitu seorang yang tidak berbuat akan tetapi 

dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 

Dilihat dari berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat sekaligus 

bertentangan dengan hukum di Indonesia salah satu bentuknya adalah tindak pidana 

pemerkosaan. “Tindak pidana pemerkosaan atau kejahatan seksual umumnya dialami 

oleh para wanita khususnya anak-anak atau yang masih muda (remaja)”. Kejadian ini 

yang timbul didalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku atau 

korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul dikarenakan pengaruh dari lingkungan 

sekitar maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi si pelaku yang dimana 

masa lalu dari pelaku itu sendiri maupun dikarenakan guncangan psikis spontanitas 

akibat adanya rangsangan seksual.7 

Studi terhadap pelaku kejahatan berkembang ke studi terhadap korban 

kejahatan yang melahirkan “viktimologi” hal ini dikarenakan pengaruh dari kerangka 

Hans von Henting dan B.Medelsohn yang berjudul “The Criminal and his Victim” 

yang menyatakan bahwa dalam kejahatan-kejahatan tertentu ditemui adanya peranan 

korban yang sangat penting dalam menimbulakan kejahatan.8 

 

 

 

 
 

7Yudha Arfandi,Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus 

Putusan No. 1033/Pid.B/2012/PN.Mks) Fakutal Hukum Hasanudi, Makassar, 2013. 
8 Teguh Prasety, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana, Nusamedia:2013, Bandung, hlm. 12- 

13. 
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Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi 

Pengertian viktimologi itu sendiri berasal dari bahasa Latin victima yang artinya 

“korban dan logos yang artinya ilmu”. Secara terminologis, “viktimologi berarti suatu 

studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat 

penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan 

social”.9 Korban didalam ruang lingkup viktimologi memiliki arti yang sangat luas 

karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, 

tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang 

dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan korban 

dan/atau pihak pelaku serta yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya 

suatu kejahatan10. 

Korban juga berperan aktif untuk terjadinya suatu kejahatan. Korban termasuk 

kategori partisipatif, yang artinya dia berperan aktif dalam terjadinya suatu tindak 

kejahatan atau tindak pidana. Pelaku melakukan suatu kejahatan karena adanya 

kesempatan dan melihat korban melakukan hal-hal yang memancing timbulnya 

kejahatan itu. Didalam hal ini korban harus selalu berhati-hati agar dirinya tidak 

menjadi korban kejahatan. 11 Bebricara tentang korban kejahatan, korban juga 

mempunyai peranan yang sangat fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. 

 
 

9Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom.Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

antara Norma dan Realita, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2007, hlm. 34. 
10Ibid, hlm. 34. 
11 Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta, 

Graha Ilmu , 2010, hlm. 14. 



7 
 

 

 

 

 

 

Yang dimana perbuatan pelaku dapat mengakibatkan orang lain menjadi korban, 

sebagaimana dikemukakan oleh Samuel Welker, bahwa hubungan antara korban dan 

pelaku adalah hubungan sebab akibat.12 

Karakteristik utama dari tindak perkosaan adalah, “bahwa perkosaan terutama 

bukan ekspresi agresivitas (kekerasan) dari seksualitas (the aggressive expression of 

aggression)akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu (kekerasan) agresivitas 

(sexual expression of aggression). Bahkan ada yang mengatakan perkosaan termasuk 

kategori sexually assaultive behavior atau sexual coercion”.13 Perlunya pengertian 

korban dimuat dalam pembahasan ini yaitu untuk membantu menentukan secara jelas 

batas-batas apa yang menjadi korban.Korban adalah mereka yang menderita fisik, 

mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan 

diri sendiri atau pihak yang menderita. 14 Menurut Muladi yang dimaksud dengan 

korban adalah “orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita 

kerugian termasuk kerugian fisik maupun mental, emosional, ekonomi, gangguan 

substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi 

yang melanggar hukum pidana di masing-masng Negara termasuk penyalah gunaan 

kekuasaan”.15 

 

 

 

12Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

antara Norma dan Realita. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm. 60. 
13 Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta, 

Graha Ilmu , 2010 hlm. 16. 
14 Arif Gosita, 1983: 79. 
15 Mansur dan Gultom, 2007:47. 
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“Menurut Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan 

kejahatan adalah”: 

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki sikorban untuk terjadi. 

 

2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk 

memperoleh keuntungan yang lebih besar. 

3. Akibat yang merugikan sikorban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku 

dan korban. 

4. Kerugian akibat tindak kejahatan atau terjadinya kejahatan akibat adanya 

provokasi oleh sikorban.16 

Didalam kasus pemerkosaan, salah satu faktor penyebab terjadinya suatu 

kejahatan itu dikarenakan adanya provokasi dari sikorban. “Provokasi yang di 

maksud dalam hal ini ada dua bentuk provokasi. Pertama, cara berpakaian sikorban 

yang berperilaku seksi (vulgar) atau buka-bukaan .Kedua pola hidup sikorban yang 

dekat dengan dunia gemerlap malam.” Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Hentig pada poin 4 bahwa kerugian akibat tindak kejahatn atau terjadinya kejahatan 

akibat adanya provokasi oleh sikorban. 

 

 

 

 

 

 

16Rena Yulia. ViktimologiPerlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta, 

Graha Ilmu , 2010 hlm. 81. 
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Seperti kasus di Banjarmasin 3 (tiga) terdakwa pemerkosaan terhadap perempuan 

yang dilakukan nya sebanyak 6 kali secara berturut-turut, perbuatan ini terjadi pada 

bulan juli sampai September 2016 bertempat di rumah korban di Jl. Anjir Talaran, 

Kecamatan Desa Antar Baru Kabupaten Marabahan. dengan kasus sebagai berikut : 

pada bulan Juli 2016 sekitar jam 23.00 Wita saksi korban mendengar ada yang 

mengetok pintu rumah saksi korban, yang tidak beberapa lama kemudian saksi 

korban membuka pintu dalam keadaan lampu teras dan lampu ruang tamu menyala 

dan saksi korban melihat 3 (tiga) terdakwa berada di depan pintu rumah saksi korban, 

yang selanjutnya 3 (tiga) terdakwa mendorong pintu tersebut yang kemudian masuk 

ke dalam rumah masuk ke dalam rumah lalu meperkosaan saksi korban dengan 

mengancam akan membunuh anak dan keluarganya jika tidak melayani mereka. Atas 

perbuatan tersebut tetiga terdawka tersebut di Bebaskan dari hukuman. Atas putusan 

tersebut korban merasa dirugikan dan berdampak buruk bagi kaum perempuan yang 

menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan seksual. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di sampaikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “KAJIAN HUKUM 

TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG TERJADI 

KARENA PERANAN DARI KORBAN” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut masalah sebagaimana di uraikan diatas, 

maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana akibat hukum terhadap korban yang berperan (participating victims) 

 

dalam aspek viktimologi? 

 

2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan? 

 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum terhadap korban yang berperan 

(participating victims) dalam aspek viktimologi? 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang apa upaya perlindungan hukum 

terhadap korban pemerkosaan. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang telah  di sampaikan  diatas, manfaat yang 

ingin diperoleh dan dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaiyu sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikansumbangan pemikiran bagi 

perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan khusus nya di bidang hukum 



11 
 

 

 

 

 

 

pidana, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikan masukan bagi 

masyrakat-masyarakat agar lebih melindungi korban pemerkosaan. 

2. Manfaat Praktis 

 

Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui permasalahan yang timbul 

dan serta dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di 

Indonesia terhadap pelaku pemerkosaan yang terjadi karena peranan dari 

korban. 

 
 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas maka ruang lingkup penelitian ini 

hanya membahas tentang bagaimana akibat hukum terhadap korban yang berperan 

(participating victims) dalam aspek viktimologi dan memabahas tentang apa upaya 

perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan. 

 
 

F. Kerangka Teori 

 

1. Teori Viktimologi 

 

Menurut J.E. Sahetapy, Viktimologi adalah ilmu atau dsiplin yang membahas 

permasalahan    korban    dalam    segala    aspek.    Sedangka    menurut    Arief 

Gosita menjelaskan bahwa Viktimologi merupakan bagian dari Kriminologi yang 

mempunyai objek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal 

(viktimasi kirminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal 



12 
 

 

 

 

 

 

tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen 

atau krimonegen (menimbulkan korban dan kejahatan). 

Menurut J.E. Sahetapt bahwa dengan demikian maka paradigma viktimisasi meliputi 

sebagai berikut:17 

1. Viktimisasi Politik, yaitu dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 

kekuasaan, perkosaan HAM, campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme, 

intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional. 

2. Viktimasi Ekonomi, yaitu terutama yang terjadi karena ada kolusi anatara 

pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang 

merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan. 

3. Viktimisasi Keluarga, adalah seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak 

dan isitri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri. 

4. Viktimisasi Media, dalam hal ini adalah dapat disebut penyalahgunaan obat 

bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain. 

5. Viktimisasi Yuridis, yaitu dimensi ini cukup luas baik yang menyangkut 

aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut 

dimensi diskriminisasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum 

kekuasaan dan stigmatisasi kendapitu sudah diselesaikan aspek peradilannya. 

 

 
17 JE Sehetapy. 1987, Viktimologi sebuah bunga rampai, Sinar Harapan, Jakarta. Hlm. 
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2. Teori Perlindungan Korban 

 

Pengertian Perlindungan menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 

2006 Tantang Perlindungan Saksi dan Korban adalah “segala upaya pemenuhan hak 

dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban 

yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga 

lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini”. 18 Sedangkan korban yaitu 

maksudnya adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau 

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. 

Maka dalam perlindungan korban terdapat beberapa teori antara lain : 

 

1. Teori Utilitas 

 

Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar dari jumlah yang 

terbesar. 

2. Teori Tanggung Jawab 

 

Pada hakekatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung 

jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya. 

3. Teori Ganti Kerugian 

 

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang 

lain pelaku dibebani kewajiban untuk memberikan ganti rugi.19 

 

 
 

 
Korban 

18 pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tantang Perlindungan Saksi dan 

 
19Mansur, Urgensi Perlindungan, hlm. 163. 
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G. Metode Penelitian Hukum 

 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mengemukaan aturan hukum, prinsip- 

prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang 

dihadapi. 20 Adapun dalam membahas permasalahan dalam penelitian seperti yang 

telah di kemukan penulis diatas, maka penelitian ini menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulis skripsi ini adalah penelitian 

hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yeng terdapat di 

dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang ada 

dalam masyarakat.21 Hukum normatif yaitu suatu prosesuntuk menemukan 

suatu aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. 22 

Permasalahan yang akan diteliti adalah korban dalam aspek viktimologi dan 

upaya perlindungan terhadap korban. 

2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

Dalam penelitian ini penulis akan mengunakan data sekunder yaitu data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 

dengan objek penelitian dengan bahan sebagai berikut : 

 

20 Suharsini Arikunto. 2006, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, bumi aksara, 

jakarata, hlm.32. 
21 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum,Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105 
22 Suratman dan Philips Dillah. 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm.35. 
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a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang- 

undangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

 

2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Undang-undang No 

Tahun 2009 

3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban. 

4. Pasal 6 huruf b UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang 

merupakan dokumen yang tidak resmi, 23 yaitu berupa buku-buku, bahan 

pustaka dan hasil penelitian. meliputi litelatur-litelatur yang berkaitan dengan 

korban tindak pidana dalam aspek viktimologi. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder, di antaranya berupa bahan dari 

sumber buku, media internet, kamus dan lain-lain. 
 

23 Zainudin Ali, Op.Cit. hlm.54. 
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3. Pendekatan Penelitian 

 

Didalam penulisan skripsi ini yang digunakan penulis yaitu pendekatan 

yuridis normatif. Yaitu adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan sumber-sumber yang 

berhubungan dengan permasalahan. Memecahkan suatu isu hukum melalui 

penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar 

pijakan untuk menyusun argumen yang tepat. 

Adapun macam-macam pendekatan penulisan pada penelitian ini adalah : 

 

a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu pendekatan yang 

dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peratran perundang- 

undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. 

b. Pendekatan kasus (case approach), yaitu pendekatan kasus bertujuan untuk 

memperlajari norma-norma atau kaidah hukum yang di lakukan di dalam 

praktik hukum, khususnya mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan 

sebagaimana yang dapat dilihat dalam putusan pengadilan negeri terhadap 

perkara-perkara yang menjadi fokus dalam penelitian. 

 

 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Untuk mengumpulkan data yang di maksud diatas penulis menggunakan 

teknik studi kepustakaan yaitu dilakukan dengan mecari, mengutip, mecatat, 

menganalisis, dan pempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang di 
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butuhkan dengan skripsi yang penulis kaji, yakni dalam hal 

pertanggungjawaban pidana serta pertimbangan hakim. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat 

deskriptif kualitatif. .Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum 

positif, yaitu dengan suatu kegiatan yang di lakukan oleh penulis untuk 

menentukan isi makna aturan hukum yang di jadikan rujukan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. 24 Mencari 

tau tentatang korban tindak pidana dalam aspek viktimologi dan upaya 

perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi karena peranan 

dari korban atau(participating victims), yaitu seorang yang tidak berbuat akan 

tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Hasil analisis penelitian yang bersifat umum di hubungkan dengan 

permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, 

penariakan kesimpulan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi 

umum yang kebenaran telah di ketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan 

yang bersifat lebih khusus. 25 Prosedur penalaran deduktif adalah prosedur 

penalaran yang berawal dari suatu peraturan perundang-undangan dan 

 

 

24 Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107. 
25Bambang Suggono, Metode Penelitian Hukum,Rajawali Pres, Jakarta, 2011, hlm. 11. 
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berakhir pada suatu kesimpulan berupa fakta hukum yang dapat di lihat dari 

pendapat-pendapat hukum.26 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

26 Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2013, hlm. 47. 
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